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PONTIANAK - Rancangan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) 2016

Kota Pontianak dibedah.’

Banyakapresiasiterhadapke-
beranian Pemkot Pontianak

KOTA PONTIANAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp365,11 M (22,31%

)

Dana Perimbangan

Rp847,03 M (51,75%)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

. Rp424,61 M (25,94%)

Jumlah Pendapatan

. Belanja Tidak Langsung

Rp1.636

Rp768,39 M (47,53%)

Belanja Langsung

Rp848,29 M (52,47%)

Jumlah Belanja -

Rp1

m‘_m.ﬂ._._‘m:::

,75 Triliun

Pontianak Buka Rancangan Anggaran ke Publik

membuka RAPBD-nya. Ada
pula kritik terhadap sasaran
pendapatandankemanaang-
garan akan dibelanjakan.
Bedah RAPBD 2016 Pon-
tianak itu digelar di Rektorat
UniversitasTanjungpura (Un-

" tan), Selasa (17/11). Selain

Wali KotaPontianak Sutarmi-
dji, sebagai narasumber ada
Dekan Fakultas Ekonomi

4 Ke Halaman 7 kolom 5

HARYADI/PONTIANAKPOST

BEDAH APBD: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kota Pontianak dibedah, Selasa (17/11) di Rektorat Universitas Tanjung-
pura (Untan). Selain Wali Kota Pontianak Sutarmidji, sejumlah narasumber turut hadir dalam acara tersebut. : y
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Pontianak Buka Rancangan Anggaran ke Publik

Sambungan dari halaman 1

Untan Eddy Suratman, Staf
Khusus Menteri Keuangan
RobertASimanjuntak, danKa-
subdit Dukungan Teknis Per-
encanaan Anggaran Daerah
Kemendagri, Asnil. Ada pula
penyanggah, yakni Koordina-
tor]CWAdnan TopanHusodo
sertaKnowledgeManagement
TII Wawan Suyatmiko.

Rektor Untan Thamrin Us-
man membuka bedah APBD
ini. Dia mengapresiasi konsis-
tensi PemkotPontianakdalam
menjalankan pemerintahan
secaratransparan, termasukdi
dalamnya membedah APBD.
“Bahkan yang sekarang dibe-
dah rancangan bukan APBD.
Jika dalam bedah ini ada
masukan yang baik berkenan
Iiranya diakomodir,’ ujarnya.

Ada dua aspek yang dilihat
Thamrindalamsebuah APBD,
yakni pendapatan dan be-
lanja. Diamenyarankanuntuk
meningkatkan pendapatan
sebaiknya jangan bertumpu
pada sumber-sumber kon-
vensional. “Terus upayakan
pendapatan lainnya. Kalau
hanya berharap dari sumber
konvensionalsulitintukmen-
ingkatkan pendapatan secara
drastis”

Wali Kota Pontianak Sutar-
midji memaparkan penda-
patan padaRAPBD Pontianak
2016 sebesar Rp1,637 triliun.
Sumbernya PADRp365 miliar,
danaperimbanganRp847mil-
iar, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah Rp424 miliar.
Sedangkanbelanjaterdiriatas
belanja tidak langsung Rp768
miliar dan belanja langsung
Rp848 miliar.

Dijelaskannyapadabelanja
tidak langsung, paling tinggi
adapadabelanjapegawaiyang
mencapai 96,4 persen. Turut
menyumbang prosentase
tinggi adalah tunjangan ser-
tifikasi guru sebesar 24,17
persen. “Harusnya dari pusat
itu langsung ke guru, tidak
lewat APBD. Kalau tanpa
tunjangan sertifikasi guru itu
memang APBD terlihat lebih
ramping akan tetapi sehat
ungkapnya.

Hibah dan bansos yang
sering menjadi sorotan juga
dibahasSutarmidji. Tahunde-
pan Pembkot Pontianak men-
ganggarkan hibah Rp18,72

miliar dan bansos Rp7,54

miliar. Kedua komponen ini
tidak bisa dihapus dari APBD.
“Kalau hibah itu misalnya
untuk PMIL. Kantong darah itu

. harus disediakan. Sedangkan

bansos harus tersedia karena
bisa mendadak perlu, tidak
bisadiprediksi.Contohnyaada
warga miskin sakit, dia harus
dirujuk ke Jakarta. Memang
adaBPJSuntukberobat, tetapi
biaya pesawat dan hidup di
Jakarta -pemerintah harus
bantuy,” jelasnya.

Dekan Fakultas Ekonomi
Untan Eddy Suratman men-
gatakan, jika ditelisik lebih
dalam pengelolaan keuangan
Pontianak selalui berada di
atas. Baik di Kalbar maupun
rata-rata nasional. Laporan
pertanggungjawaban pun
demikian. Buktinya,pada2011
Pontianaksatu-satunyadaerah
diKalbaryangmendapatopini
wajartanpapengecualiandari
BPK. “Baru berangsur-angsur
ada temannya. Sampai tahun
lalu sudah ada empat daerah
di Kalbar bersama Pontianak
meraih opini WTP," ujarnya.

Meskipun mengapresiasi
bedah RAPBD itu, Eddy Su-
ratman menyarankan agar
dalam APBD, belanja modal
harus dialokasikan untuk
mendorong pertumbuhan
ekonomi. “Secara umum
masih ada waktu dan bedah
ini bermanfaat karena masih
rancangan. Masukan-masu-
kan kita mudah-mudahan
memengaruhi pembahasan
di dewan,’ dia berharap.

StafKhususMenteriKeuan-
gan, Robert A Simanjuntak
mengatakan, secara rata-rata
nasional Pontianak terhitung
baik. Dia mencontohkan PAD
yang rata-rata nasionalnya
untuk kota 17,50 persen, se-
dangkan Pontianakpada2016
PAD-nyadalamAPBDsebesar
22,31 persen. “Rasio PAD-nya
juga bagus. Misalnya salah
satu penunjang PAD adalah
BPHTB, itu baik.’

Robert menyarankan agar
Pontianak memperhatikan
belanja modal. Menuruinya
dari tahun ke tahun belanja
modal mesti meningkat. Dia
juga mengingatkan untuk
tidak lengah pada serapan
anggaran. Secara nasional ini
menjadimasalah, penyerapan
belanjamodal pada triwulan1
sampailllsangatrendah. Akan
tetapi melonjak pada Novem-

ber dan Desember. “Terjadi
karena perencanaan belanja
modal yang kurang baik dan
proseslelanglama. Inimasalah
kita semua,” sebutnya.

Kasubdit Dukungan Teknis
Perencanaan Anggaran Daer-
ah Kemendagri, Asnil lebih
banyak memberi gambaran
keuangan daerah secara na-
sional. Di banyak daerah dia
mengatakan banyak potensi
PADyangbelum dimaksimal-
kan. “Semoga di Pontianak
penetapan target PAD ber-
dasarkan potensi, kemudian
dapat dipungut maksimal,’
katanya. “Tetapidalammenin-
gkatkan PAD jangan merusak
tatanan yang ada’’

Koordinator ICW Adnan
Topan Husodo mengawali
sanggahannya dengan me-
muji Pontianak. Dia menga-
takan biaya perjalanan dinas
Pontianak paling rendah se-
Indonesia. “Catatan baikyang
lainnya ada 6.799 SOP untuk
SKPD. Ada pula School Map,
ungkapnya.

Dia mengingatkan bahwa
APBDyangbaikselalu diawali
dengan partisipasi publik.
Musrenbang harus efektif.
Akan tetapi ada titile-titik Jau-
sial yang bisa menentukan
efektif tidaknya musrenbang
kelurahan atau desa, yak-
ni musrenbang kecamatan
dan forum SKPD. “Kedua itu
harus baik, kalau tidak akan
menampikkan partisipasi
masyarakat,’ paparnya.

Untuk kritik, Adnan Topan
mengawalidenganfokuspada
belanja bukan pendapatan.
Dia melihat belanja pada
RAPBD Pontianak 2016, fisik
jauh lebih besar dari nonfisik.
“Penyertaanmodalpemkotke
BUMD belum memberikan
keuntungan dibandingkan
dengan target penerimaan
deviden.”

Knowledge Management
T Wawan Suyatmikomenya-
takan dalam pos pendapatan
di RAPBD Pontianak 2016
adalah dana perimbangan
dengan prosentase 52 pers-
en, sedangkan pendapatan

" daerah hanya 22 persen. “Hal

ini perlu menjadi perhatian
khusus untuk Pemkot Ponti-
anak menggenjot PAD-nya.
Misalnya dengan menaikkan
pajakhiburandansarangwalet

yangtercatatturun50 persen,” .

ujarnya. (hen/pk)
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